PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR TAHUN 2014 
TENTANG 

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 


I. UMUM 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa 
mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari 
APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan 
yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk 
mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. 
Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 
Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga 
digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa 
diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya 
sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa 
akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai 
dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat 
Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan 
penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk 
menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung 
program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan 
kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. 


Alokasi . . . 



- 2 - 


Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 
perseratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi 
secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, 
sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh perseratus), anggaran Dana 
Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang 
berbasis Desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk 
program yang berbasis Desa kepada Menteri dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 
pembangunan nasional untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa. 

Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh perseratus) 
dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya 
mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara 
yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang 
ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat 
nonkementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana 
Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan 
Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan 
Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan 
Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari 
Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh 
agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja 
Pusat ke Dana Desa berupa Dana Transfer ke Daerah. Selain itu, 
mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan 
Desa. 

Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke 
Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan 
Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa 
berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka 
kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut 
selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai 
indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap 
kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, 
bupati/ walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa. 
Bupati/ walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot 
variabel tingkat kesulitan geografis Desa sebagai salah satu variabel 
perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan 
geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan 
dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi. 


Sesuai . . . 
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Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak 
mempertimbangkan tingkat kemiskinan. 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, 
transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan 
kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi 
berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan 
penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, 
Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa 
pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai 
dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman 
teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito 
lebih dari 2 (dua) bulan. 


II.PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Besaran Dana Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di 
luar dana Transfer ke Daerah secara bertahap. 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan "program yang berbasis Desa" adalah program 
dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan 
pelaksanaannya. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 


Pasal 8 . . . 
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Pasal 8 
Ay at (1) 

Pos Cadangan Dana Desa merupakan Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara (BA-BUN). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pagu anggaran Cadangan Dana Desa yang diajukan sebesar 
10% (sepuluh perseratus) dari pagu anggaran Dana Transfer ke 
Daerah. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 1 1 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ’’jumlah Desa" adalah jumlah Desa yang 
ditetapkan oleh menteri yang menangani Desa. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "angka kemiskinan Desa" adalah persentase 
rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 


Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa ditetapkan oleh 
bupati/ walikota berdasarkan pedoman penetapan indeks kesulitan 
geografis desa (IKG). 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan 
bertambahnya jumlah Desa dapat berupa: 

a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; 

b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 
1 (satu) Desa; 

c. perubahan status kelurahan menjadi Desa; atau 

d. penetapan desa adat. 

Contoh: 

Apabila Desa A ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran pada bulan 
April tahun 2014, Dana Desa untuk Desa tersebut mulai dialokasikan 
Tahun Anggaran 2015. Apabila Desa B ditetapkan menjadi Desa hasil 
pemekaran pada bulan Oktober tahun 2014, Dana Desa untuk Desa 
tersebut mulai dialokasikan Tahun Anggaran 2016. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 


Pasal 19 . . . 
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Pasal 19 
Ay at (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk 
membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, 
untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana 
diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa 
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, 
kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat 
miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. 

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat 
dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat telah terpenuhi. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 2 1 
Ayat (1) 

Contoh: 

Berdasarkan program dan kegiatan kementerian/lembaga yang 
berbasis Desa Tahun Anggaran 2014 dan sejalan dengan kewenangan 
Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana 
Desa diprioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi: 

a. pengentasan masyarakat miskin; 

b. peningkatan pelayanan kesehatan di Desa; 

c. infrastruktur Desa; dan/atau 

d. pertanian. 

Ayat (2) 

Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP). 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Pedoman umum kegiatan memuat teknis pelaksanaan kegiatan, 
tidak termasuk pengaturan penganggaran dan administrasi 
keuangan. 
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Ay at (2) 

Cukup jelas. Ayat (2) . . . 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Penyampaian laporan kepala Desa kepada bupati/ walikota 
dikoordinasikan oleh camat setempat. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "laporan konsolidasi" adalah laporan 
gabungan atas realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa 
dari seluruh Desa yang ada di kabupaten/kota. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Anggaran untuk program yang berbasis Desa yang diusulkan oleh 
menteri teknis / pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terdiri 
atas program yang bersifat ad hoc dan yang bersifat terus-menerus. 


Pasal 30 
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Cukup jelas. 

Pasal 3 1 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 


Pasal 3 1 . 



